Direktori Putusan MaHKRdah Mgung Republik Indonesia
putusan.mahkamahaguNemeid/Pdt.G/2022/PA.Lm]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan  mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat

kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX XXXXX
XXxXxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN - JAWA
TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register
perkara Nomor: 1/Pdt.G/2022/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah
Nomor : 429/05/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010);

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di umah Pemohon hingga Nopember 2018. Selama pemikahan tersebut
Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Hamid Maulana Hasby, umur 6 tahun
(ikut Pemohon);

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi

kurang lebih sejak bulan Januar tahun 2018 ketentraman rumah tangga
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penyebabnya antara lain :

- Termohon susah diatur, dimana saat dinasehati sering membantah dan saatini
Termohon sudah menikah sirri dengan laki-laki lain orang Jawa Tengah;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2018, yang akibainya
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua
Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah
tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada
hubungan lagi baik lahir maupun batin;

5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah
tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon
dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon
hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan
(Relaas) tanggal 07 Januari 2022 dan 17 Januari 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Lmj
yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang
sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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& 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508.1124.0391.0004. Tanggal 09 Maret

2016 atas nama Mohamad Kholil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dan telah sesuai
dengan aslinya. (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/05/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten

Lumajang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas,Pemohon juga
mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXxxxX,
bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi
adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah Pemohon;

- Bahwa saksi juga mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan
Termohon telah dikarunia 1 (satu) anak;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon
tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya dan jika dinasehati sering
membantah;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon
pada saat mengupayakan rukun;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3
tahun hingga sekarang;

- Bahwa Sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
lagi komunikasi;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi sudah merukunkan Pemohon dan

Termohon bahkan saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai
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putuEemelar sudahdidek rylagi dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXxxxX,
bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi
adalah saudara kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon dan Pemohon mengajukan
Gugatan cerai terhadap Termohon;

- Bawha selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang
anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka karena saksi
saudara kandung Pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian antara Pemohon
dan Termohon bahwa sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering membantah
nasehat Pemohon, dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai
suaminya;

- Bahwa akibat dari penyebab tersebut Termohon pergi meninggalkan
Pemohon dan saat ini sudah tidak lagi kumpul dalam serumah dan telah
pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon sudah menasehat
Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, dan
saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan
apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan
putusannya,

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal
ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara

ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;
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= kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok
gugatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
Pemohon dan Termohon benar-benar terikat dalam perkawinan yang sah sehingga
mempunyai kedudukan dalam hukum (legal standing) untuk menjadi fihak dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda P.1
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
diberi tanda P.2 serta telah dinazagel dan telah sesuai dengan aslinya, maka secara
formil dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh karenanya telah nyata terbukti bila
Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian
Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai
pihak dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup
dan temyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon
adalah beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan
mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa
Pemohon beragama Islam dan perkara a quo bidang perkawinan serta Termohon
semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, namun
saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia , maka dengan
demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif
Pengadilan Agama Lumajang ;
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o Direkesty PaEa MabfranTeptoRgu g REP titiieth dditesia
:.@ / Pemahom danaTesmeieruRgrgeiarai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti
= tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu
bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan akta
otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan
mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat
oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145
ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut diatas telah
memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai yang diketahui/dilihat sendiri yang
pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan berpisah disebabkan karena Termohon tidak
patuh kepada Pemohon sebagai suaminya dan jika dinasehati sering membantah;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Termohon sebagai istri telah
melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan
perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni
membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga)
yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karena itu apabila kondisi
perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah
mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian
merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fighiyah yang
berbunyi :

gllaall Qi ol pih sl (38
Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar
hal-hal yang positif ;
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= Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan
Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqgarah ayat 227 yang berbunyi:

M o 4 b IR 1523 3
Artinya: “Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon dalam kenyataannya belum pernah menjatuhkan talak, maka
majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengenai permohonan
izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepadaPemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil

nash syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

=

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Lumajang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada

Hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil

Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Junaidi, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan

didampingi oleh Drs. A. Junaidi, M.H.I dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai
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hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. A. Junaidi, M.H.I
Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
- ATK Perkara 'Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 720.000,00
- Biaya PNBP Pihak : Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterei :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 865.000,00

- Patgiadleng g Degadipn ReamAaima DU Bah feresivadstmr nfd Bafesia
it ga sddlamsiding HeHRG ¢k umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Junaidi, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Zubaidah, S.H.

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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